GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 260/ 7¢ 7 /2019

TENTANG
PENETAPAN GUGUS TUGAS PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG
DI ACEH
GUBERNUR ACEH,
Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus
Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan
Anak, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan
(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
‘Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh; ‘

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang;

9. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
‘Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;

11.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas
Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak;

13. Peraturan..../2
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13. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan
Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak;

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Pornografi;

15. Peraturan Gubernur Ateh Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Rencana Aksi Provinsi Pencegahan dan Penanganan Pornografi di
Aceh Tahun 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang di
Aceh yang selanjutnya disebut “Tim Gugus Tugas Penghapusan
Perdagangan Orang (Trafficking)” dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking)
terdiri dari:

a. Pembina bertugas :

melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Gugus Tugas
dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana orang
(TPPO);

b. Pengarah bertugas :

memberikan pengarahan teknis kepada Tim Pelaksana Gugus
Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang;

c. Tim Pelaksana bertugas :

melakukan peran sinergis dalam mendukung pelaksanaan
Rencana Aksi Provinsi (RAP) dalam menjalankan peran dan
tanggung jawab Gugus Tugas;

1. Penanggungjawab bertugas :

a) melakukan koordinasi secara internal dengan koordinator
dan pelaksana harian terkait kinerja Gugus Tugas
Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking);

b) melakukan koordinasi secara external  untuk
mengembangkan jaringan komunikasi dan koordinasi
terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang.

2. Koordinator bertugas :
mengkoordinir pelaksanaan kinerja Gugus Tugas Penghapusan
Perdagangan Orang (Trafficking) sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing.

3. Wakil Koordinator bertugas :
membantu mengkoordinir pelaksanaan kinerja Gugus Tugas

Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

4. Ketua Harian bertugas :
a) mengkoordinir kerjasama dengan instansi terkait dalam

menangani berbagai masalah yang berkenaan dengan
tindak pidana perdagangan orang;

b) membangun kerjasama dan bantuan teknis dengan
lembaga-lembaga ditingkat regional, nasional dalam
mewujudkan program pemberantasan dan penghapusan
perdagangan orang di Aceh;

c) merumuskan..../3
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c) merumuskan kebijakan program dan  kegiatan
pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan
orang;

d) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan
kerjasama;

e) melaksanakan sosialisasi untuk mendorong terbentuknya
gugus tugas di Kabupaten/Kota sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;

f) memantau  pelaksanaan  rehabilitasi  pemulangan
reintegrasi sosial dan penegakan hokum;

g) melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
h) mengkoordinir tugas-tugas kelompok kerja (Pokja)
masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Wakil Ketua Harian I bertugas :
a) membantu ketua dalam menjalankan peran dan tanggung

jawab yang harus dijalankan oleh Gugus Tugas
Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking),

b) membantu ketua mengkoordinir tugas tim kelompok kerja
(Pokja) masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;

c) membantu ketua dalam merumuskan kebijakan program
dan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang;

d) membantu ketua dalam melaksanakan advokasi,
sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;

e) membantu ketua dalam melaksanakan sosialisasi untuk
mendorong terbentuknya gugus tugas di Kabupaten/Kota
sesuai dengan perundang-undangan;

f) membantu ketua untuk memantau pelaksanaan
rehabilitasi pemulangan reintegrasi sosial dan penegakan
hukum;

g) membantu ketua dalam melaksanakan pelaporan dan
evaluasi; dan

h) membantu ketua mengkoordinir kerjasama dengan
instansi terkait dalam upaya perlindungan perempuan
dan anak dari tindak pidana perdagangan orang
(Trafficking).

6. Sekretaris bertugas :

melaksanakan tugas kesekretariatan dan melaksanakan

administrasi Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang

(Trafficking) Perempuan dan Anak.

7. Pokja Pencegahan, bertugas :

a) mencegah terjadinya tindak perdagangan orang dengan
melakukan sosialisasi anti Trafficking kesegala unsur
lapisan masyarakat;

b) melakukan pemetaan terhadap permasalahan dan kasus;

c) menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya forum
komunikasi dengan masyarakat; dan

d) membuat laporan periodik kepada Ketua Pelaksana
Harian Gugus Tugas.

8. Pokja Rehabilitasi dan Reintegrasi, bertugas :

a) meningkatkan pelayanan kualitas dan kuantitas Gugus
Tugas Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking)
dalam melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap
korban perdagangan orang khususnya perempuan dan
anak;

b) menetapkan..../4
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b) menetapkan prosedur penanganan korban perdagangan
orang khususnya perempuan dan anak; dan

¢) membuat laporan periodik kepada Ketua Pelaksana
Harian Gugus Tugas.

9. Pokja Kerjasama dan Koordinasi, bertugas :

a) membentuk jaringan kerja (networking);

b) membangun Pusat Informasi (database) untuk
penanganan korban perdagangan orang khususnya
perempuan dan anak;

¢) koordinasi dengan Instansi terkait tentang pencegahan,
rehabilitasi/integrasi, penegakan hukum dan advokasi ke
Kabupaten/Kota; dan

d) membuat laporan periodik kepada Ketua Pelaksana
Harian Gugus Tugas.

10. Pokja Penegak Hukum, bertugas :

a) melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum
dalam penanganan kasus trafficking berdasarkan
kesepakatan bersama yang terbangun;

b) menyediakan pendamping dan advokasi hukum bagi
korban;

¢) memantau dan mengikuti pelaksanaan penegakan hukum
kepada pelaku perdagangan orang khususnya perempuan
dan anak; dan

d) membuat laporan periodik kepada Ketua Pelaksana
Harian Gugus Tugas.

: Dalam melaksanakan tugas Tim Gugus Tugas Penghapusan

Perdagangan Orang (Trafficking) berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
(APBA) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Maret 2019
2| Rajab 1440

N

. Menteri Dalam Negeri RI;
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

. Kepala Bappeda Aceh;
. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;

. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;

Yang bersanghkutan, = -=-memeesceeoaooso oo emamese e
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 260/ P£? /2019

TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG

DI ACEH . - oo
SUSUNAN PERSONALIA TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN (TRAFFICKING)
PERDAGANGAN ORANG
No Nama/Jabatan Pokok Jabatan dalam Tim Ket
1 2 3 4
I. PEMBINA
1 Gubernur Aceh Pembina
2 Kapolda Aceh Pembina
3 Kajati Aceh Pembina
4 Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Pembina
5 Ketua Pengadilan Tinggi Aceh ' Pembina
6 Ketua MPU Aceh Pembina
74 Ketua Majelis Adat Aceh Pembina
II. PENGARAH
1 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Aceh FEOEATER
II. TIM PELAKSANA
|
PENANGGUNGJAWAB
1 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan .
Perlindungan Anak Fenanggungjaweb
KOORDINATOR
Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas
1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Koordinator
Aceh
Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wakil Koordinator
Aceh
PELAKSANA HARIAN
Kasubbid Perlindungan Perempuan Dinas
1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ketua

Aceh

Kasubbid Perlindungan Khusus Anak Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wakil Ketua 1

Kasubbid Program, Informasi dan Hubungan
2 Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Wakil Ketua II
Perlindungan Anak Aceh

Kasubbid Data dan Informasi Anak Dmas
4 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretaris
Aceh

POKJA-POKJA

A. POKJA PENCEGAHAN

Kasubbag Hukum, Kepegawaian Dinas Pendidikan

1 Ketua
Aceh
Kasi Pembibitan, Pembinaan Olah Raga Pelajar :

2 Santri dan Mahasiswa Dinas Pemuda dan Olahraga Wekil Ketus
Kasi Hubungan Media Dinas Komunikasi,

2 Informatika dan Persandian Aceh Anggota
Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas ——
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ge

5 Bayu Satria Anggota Forum Anak Aceh Anggota
Kasi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial

6 Perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Anggota

Mobilitas Penduduk Aceh

Y:\AZIZ12019\Kepunsan Maret\ K-Gurgus Tiwas Perdaonnean Orana rne



1 2 3
B. POKJA REHABILITASI DAN REINTEGRASI
1 Kepala Seksi Asuhan Keperawatan Rumah Sakit Ketua

Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada

2 Dinas Kesehatan Aceh WekL Beta
3 Kepala Seksi Rehsos Tuna Sosial dan Korban Anggota
Perdagangan Orang Dinas Sosial Aceh
4 Kasi Hukum, Umum dan Kepegawaian Dinas pa—
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh 88
5 Kasubbag Kesehatan, Perempuan dan Perlindungan Anggota
Anak Biro Kesra Setda Aceh
. POKJA KERJASAMA DAN KOORDINASI
1 Ayu Ningsih,SH Anggota Komisioner Komisi Ketua
Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA)
2 Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Aceh Wakil Ketua
Kasubbid Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial _—_—
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Ee
Devi Indriastuti, S.ST, M.Si staf Badan Pusat
4 Statistik Aceh i
Kepala Seksi Kemasjidan Bidang Urusan Agama
5 Islam dan Pembinaan Syariat Kantor Wilayah Anggota
Kementerian Agama Provinsi Aceh
Kasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Dinas
i Registrasi Kependudukan Aceh ARiEEst
7 Kepala Sel.csi Iqtelijen dan Penindakan keimigrasian Anggota
Kantor Imigrasi
Kasubbid Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya Anggota
Badan Kesbangpol Aceh
Pengurus Serikat PEKKA Aceh Anggota
. POKJA PENEGAKAN HUKUM
Kabag Bantuan Hukum dan JDIH Biro Hukum K
etua
Setda Aceh :
Kanit I Subdit IV Dit Reskrimum Polda Aceh Wakil Ketua
Kasi Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan
5 Tinggi Aceh B e hngeots
Kasubbag Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat
4 Majelis Adat iceh Pee Anggota
S Analis Produk Hukum Sekretariat Baitul Mal Aceh Anggota
6 Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia & t
Kementerian Hukum dan HAM Aceh nggota
7 Rida Nurdin, SH Anggota LBH APIK Anggota
8 Maulia Marhaban, SH Pengacara P2TP2A Rumoh .-
ggota

Putroe Aceh




